
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

NOMOR ) TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOM0R 54 
TAHUN 2014 TENTANG BEASISWA MASYARAKAT BERPRESTASI PEMERINTAH 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. 

b. 

1. 

2. 

3. 

bahwa untuk efektifitas dan efesiensi Pelaksanaan Beasiswa 
Masyarakat Berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tenggara maka beasiswa masyarakat berprestasi Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan 
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 
2014 perlu dilakukan penyesuaian; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 tentang 
Masyarakat Berprestasi Pemerintah Provinsi 
Tenggara. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ­ 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2687); 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 430 l); 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4586); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4769); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4894); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105), se bagaimana telah diu bah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerinlah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5157); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomo 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209 ); 
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11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2012 Nomor 11); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana Lelah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 
3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun 2014 Nomor 3); 

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 tentang 
Beasiswa Masyarakat Berprestasi Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Serita Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2014 Nomor 54). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 54 
TAHUN 2014 TENTANG 

PEMERINTAH 

Pasal I 

BEASISWA 
PROVINSI 

MASYARAKAT 
SULAWESI BERPRESTASI 

TENGGARA 

Beberapa ketentuan dalam peraturan Gubernur Sulawesi 
Tenggara Nomor 54 Tahun 2014 tentang Beasiswa Masyarakat 
Berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Serita 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014) diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan pasal 1 angka 12 diubah dan ditambahkan 1 
angka sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tenggara; 
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara; 
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara; 
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya 

disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Asel 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 
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6. Masyarakat berprestasi adalah Warga Negara Indonesia 
yang berdomisili di wilayah Sulawesi Tenggara yang sedang 
menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri atau 
Swasta baik dalam maupun luar negeri; 

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kcpribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negaranya; 

8. Pendidikan tinggi adalah 
pendidikan menengah yang 
sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta; 

9. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi 
negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri 
termasuk perguruan tinggi kedinasan; 

10. Beasiswa adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada 
waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang 
ditentukan dan diberikan kepada masyarakat berprestasi 
yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri 
atau swasta baik dalam maupun luar negeri; 

11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan 
tinggi negeri atau swasta; 

12. Indeks Prestasi Semester adalah nilai yang diperoleh dari 
hasil evaluasi pendidikan mahasiswa pada setiap semester; 

13. Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai yang diperoleh dari 
hasil evaluasi pendidikan mahasiswa mulai dari semester 
awal hingga semester akhir. 

2. Ketentuan pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

pendidikan formal setelah 
mencakup program diploma, 

(1) Untuk mendapat beasiswa masyarakat berprestasi 
pasal 4 wajib memenuhi 

di Perguruan Tinggi yang 

sebagaimana dimaksud dalam 
syarat-syarat sebagai berikut : 
a. Terdaftar sebagai Mahasiswa 

ditandai dengan Kartu Mahasiswa. 
b. Mempunyai Indeks Prestasi Semester minimal 3,0 (tiga 

koma no!) untuk program Sarjana (S1), Indeks Prestasi 
Semester minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk 
program Magister (S2) dan lndeks Prestasi Semester 
minimal 3,5 (tiga koma lima) untuk program Doktor (S3). 

c. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,0 (tiga 
koma nol) untuk program profesi. 



d.Ak 
su: 
ter 

AA 6ah»4, 
oeos, kl,he, 

4g. uliahan yang ditandai dengan 
kuliah dari Perguruan Tinggi 
kan. 

e. Me ar pada program studi yang 
terakreditasi minimal C. 

f. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik 
pemerintah pusat dan daerah, pemerintah negara lain 
maupun swasta dalam dan luar negeri, yang ditandai 
dengan surat pernyataan bermaterai cukup. 

g. Tidak pernah memperoleh bantuan Beasiswa Masyarakat 
Berprestasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

(2) Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada 
Perguruan Tinggi yang mempunyai hubungan kerjasama 
dengan Pemerintah Daerah akan diatur dengan Peraturan 
Gubernur tersendiri. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

PARAF 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

A i 

DRS. +H 0#MSlD,, MSi Rous Dir8u49) 
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K 

NURALAM 

Ditetapkan di Kendari 
Pada tanggal, 1-3- 2015 

GUBERNUR SU A ESI TENGGARA, 1- 

2015 
Diundangkan di Kendari 
Pada tanggal, 10- 3 

rt nirwu fM ,5+H.Mk SK'T 

4 /M4g AR1S, <1, M.Si 

LUKMAN ABUNAWAS 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR : ) 


